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ABSTRAK

STUDI EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

Supitri Handayanie
Mba.ani22@gmail.com
Universitas Terbuka

Kata kunci : Disiplin dan Pegawai Negeri Sipil

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dah,/pelaksanaan pembangunan
nasional terutama tergantung dari kesempurnaan apdraturfégara yaitu tergantung dari
kesempurnaan PNS. Dalam rangka mewujudkan PNS-yang handal, profesional dan
bermoral sebagai penyelenggara pemerintghan,_yang menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik maka PNS sebagarwunsur aparatur negara dituntut untuk
setia kepada Pancasila, Undang-Undarig-Dasdar 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Pemerintah, bersikap¢disipiin, jujur, adil, transparan dan akuntabel
dalam melaksanakan tugas. Sosok PNS. yang mampu memainkan peranan tersebut
adalah PNS yang mempunyai kémpetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang
tinggi, kinerja yang baik sertassikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan
dan ketaatan kepada negédra, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan
tanggung jawabnya sebaganpelayan public. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan
PNS tersebut peméritaly” Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan
dikeluarkannya Peraturart Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Keberadaan, Badan Kepegawaian didaerah menjadi penting dan strategis
disamping tugas pokoknya adalah dalam rangka pembinaan kepegawaian, terutama
terkait dalam_penegakan disiplin PNS juga membentuk PNS yang profesional serta
dapat memberikan pelayanan secara prima. Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
dimaksud tidak mudah untuk dilaksanakan meskipun bertujuan baik, karena banyak
pihak yang turut menentukan termasuk pembuat kebijakan ataupun yang turut
menentukan keputusan karena dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan.
Ditemukan pelanggaran terdapat beberapa PNS yang tidak tertib, cermat dan
bersemangat dalam bekerja untuk kepentingan Negara, tidak menaati ketentuan jam
kerja, tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya, dan beberapa PNS yang tidak menaati peraturan kedinasan yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Badan kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat menerapkan pemberlakuan pelaksanaan tindakan hukuman
kepada setiap PNS yang melanggar setelah dilakukan pembinaan-pembinaan sesuai
dengan tahapan- tahapannya.
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ABSTRACT

EVALUATION STUDY OF GOVERNMENT REGULATIONS
NUMBER 53 OF 2010 CONCERNING THE DISCIPLINE OF CIVIL SERVANTS
IN THE STAFFING AGENCY WEST KOTAWARINGIN REGENCY

Supitri Handayanie

Mba.ani22@gmail.com
Open University

Keyword: Discipline and Civil Servants

The smooth implementation of governafce and national development mainly
depends on the perfection of the state apparatts that'is dependent on the perfection of
civil servants. In order to realize a reliabte civil’servants, professionals and immoral
as the government administrators who apply the principles of good governance (good
governance) as an element of the civil.servants of the state apparatus are required to
be loyal to Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia and the
Government, be disciplined, lionest, fair, transparent and accountable in carrying out
the task. PNS figure who,ig Capable of playing the role of civil servants who have
competence is indicated“ffom the high discipline, good performance as well as
attitude and behavior“are filied with loyalty and obedience to the state, moral and
good minded, professioriai, conscious of his responsibility as a public servant . In an
effort to improwve, the discipline of civil servants Indonesian government has provided
a regulation “Witi the issuance of Government Regulation No. 53 Year 2010
concerning the discipline of civil servants. Employment Agency existence becomes
important ard strategic areas besides the main task is in order to develop human
resources, particularly related to the enforcement of civil service discipline also
established a professional civil servants and can provide the excellent service. But the
reality of the matter referred to the implementation of the regulation is not easy to be
implemented though well-intentioned, because many people who helped determine,
including policy makers, or that determines the decision as motivated by various
interests. Found violations of civil servants as there are some that are not orderly,
meticulous and passionate in working for the interests of the State, there are civil
servants who do not comply with the provisions of working hours, there are civil
servants who are not using and maintaining the State's belongings as well as possible,
and some civil servants who are not comply with official regulations set by the
authorities. West Kotawaringin staffing agency apply to the enforcement of the
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implementation of punitive measures violate every civil servant who after coaching-
coaching according to its phases.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik
1. Konsep Kebijakan

Sebelum memahami lebih jauh tentang kebijakan publicdan peraturan
pemerintah perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kebijakan./Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Hanif Nurcholis, 2005:158) kebijakan dijelaskan sebagai
konsep dan asas yang menjadi garis dan daSar-tencana dalam pelaksanaan
pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertifidak\(tentang perintah, organisasi, dan
sebagainya). Adapun kebijakan menurut para pakar sebagaimana dirangkum oleh
Irfan Islamy (Kismartini,dkk, 2010:1.4), yaitu sebagai berikut :

a. Harold D. Laswell dan”Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai
suatu programy pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik- praktik yang
terarah.

bCarl J. Friederick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkunga tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

c. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindak-

an yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
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seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu

masalah tertentu.

d. Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan
strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu,

suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu sebagai berikut :
1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuknencapai tujuan
yang diinginkan.

3) Penyediaan berbagai input untuk’)memungkinkan pelaksanaan
secara nyata dari taktik atau stratedi,

Kismartini, dkk, mengambil, benang merah dari definisi yang

disebutkan oleh berbagdai ara pakar ada beberapa hal yang terkandung

dalam kebijakan, yaity:

a. Tujuan tertenty yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang

berpihak-kepda kepentingan masyarakat (interest public).

ba.Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan semula. Serangkaia
tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk
mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kali dijabarkan ke

dalam bentuk program dan proyek-proyek.

c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari

dalam ataupun luar pemerintahan.
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d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber
daya baik manusia maupun bukan manusia.
2. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam perkembangannya kata publik mengalami pergeseran makna dari
negara atau pemerintahan menjadi umum atau masyarakat. Kismartini, dkk
menekankan satu hal terpenting bahwa kata publik harus berkaitan dengan
kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan
masyarakat.

Friedrich mendefinisikan bahwa kebijakan publikv Sébagai suatu arah
tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok®“atdd pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu, yang memberikan hamibatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan
mengatasi dalam rangka mencapai sugtu tujuan , atau merealisasikan suatu sasaran
atau suatu maksud tertentu.

Kebijakan publikimienurut Dunn dalam bukunya yang berjudul analisis
kebijakan publik-adalatysebagai berikut :

“Kebijakan® Publik adalah Pola ketergantungan kompleks dari pilihan-
pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tindak
bertindak, yang dibuat oleh Badan atau Kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132)

Dye dalam Subarsono (2005:2) mengemukakan kebijakan publik sebagai
apapun pilihan pemerintah untuk melakukakan atau tidak melakukan (publik
policy is whatever governments choose to do or not to do). Dalam mencapai
tujuan negara pemerintah perlu mengambil langkah tindakan yang dapat berupa

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan suatu apapun
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merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan
dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah
untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Hal ini dapat mengandung arti
bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta,
dan menyangkut pilihan yang harus dilakukan/tidak dilakukan oleh badan
pemerintah.

Hubungan antara kebijakan publik dengan kepentingan publik mengandung
pengertian bahwa kebijakan publik berasal dari publik, disustn _oleh publik dan
berlaku untuk publik, oleh karena itu kebijakan publiki Sangat erat dengan
kepentingan publik. Secara ringkas kebijakan publik“dapat dipandang sebagai
proses perumusan kebijakan, implementasi¢kebijakan dan evaluasi kebijakan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme dan
tujuan politik atau dengan kata lam bahwa kebijakan publik adalah serangkain
instruksi dari para pembuat \keputusan kepada pelaksana kebijakan yang
menjelaskan tujuan-tujuap/tan cara-cara untuk mencapai tujuan dimaksud.

B. Evaluasi KebijaKan Publik

Evaluasi “kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting, karena
evaluasi ini_bertujuan untuk menilai sejauhmana keefektivan pelaksanaan dari
pada kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan. Dari hal ini maka akan
terlihat ada sesuatu hal atau tidak terhadap kesenjangan yang terjadi antara
harapan dengan kenyataan.

Menurut Dunn istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran

(appraisal),pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Selanjutkan
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Dunn dalam Dwidjowijoto (2004:186) menyebutkan bahwa ada 6 kreteria
evaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Efektivitas, hal ini untuk menjawab suatu pertanyaan apakah hasil yang

diinginkan telah tercapai;

2. Efisiensi, hal ini untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak usaha

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

3. Kecukupan, hal ini untuk menjawab suatu pertanyaan seberapa jauh

pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan_ suatu masalah;

4. Peralatan, hal ini untuk menjawab suatu.pertanyaan apakah biaya-biaya
yang didistribusilkan telah merata képada kelompok-kelompok yang

berbeda;

5. Resposivitas, hal ini“uptuk menjawab suatu pertanyaan apakah hasil
kebijakan memuaskan” kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-
kelompok< tertentu dan ketepatan, hal ini untuk mejawab suatu
pertanyaan-apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna
ataw bernilai.

Dengan demikian untuk mengatahui pelaksanaan dari pada kebijakan
tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dari segi efektifitasnya apakah sangat
bagus, bagus, kurang bagus dan tidak bagus berhubungan pada pertanyaan yang
harus dijawab yang berkaitan dengan hasil yang telah dapat dicapai.

Menurut Wibawa dalam Dwidjowijoto (2004:186), evaluasi kebijakan

publik memiliki 4 fungsi, diataranya adalah :
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1. Eksplanasi, dimana melalui evaluasi, maka kebijakan tersebut dapat
diprotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu
generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas
yang diamatinya. Dari evaluasi ini, maka evaluator dapat mengidentifikasi
masalah, kondisi dan actor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan

kebijakan dimaksud;

2. Kepatuhan, dimana melalui evaluasi kebijakan ini dapat dikatahui
apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik para birokrasi
maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar, dan prosedur yang telah

ditetapkan dalam kebijakan dimaksud,

3. Audit, dimana melalui evaluasi kebijakan ini, maka dapat diketahui,
apakah output benar-bepar .sampai ke tangan kelompok sasaran

kebijakan atau justrusada‘kebocoran atau menyimpang dan

4. Akunting, dimaida melalui evaluasi kebijakan ini dapat diketahui apakah

akibat sesial ekonomi dari kebijakan dimaksud.

Evaluasi kebijakan publik meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pengkhususan (spesification), merupakan kegiatan yang paling panting
di antara kegiatan yang lain dalam evaluasai kebijakan. Kegiatan ini
meliputi identifikasi tujuan atau Kkriteria melalui mana program

kebijakan tersebut akan dievaluasi.

2. Pengukuran (measurement), Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria inilah

yang akan Kkita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan.
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Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan

untuk obyek evaluasi

3. Analisis, adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam

rangka menyusun kesimpulan.

4. Rekomendasi. penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa
yang akan datang.
C. Manajemen Sumber Daya Manusia

1.  Pengertian
Dalam mencapai tujuannya, organisasi memerlukan berbagai macam

sumber daya. Mulai dari sumber dayay fmanusia, peralatan, mesin,
keuangan, dan sumber daya informasiSetiap sumber daya memiliki tugas
dan fungsinya masing-masing. Sebagai suatu sistem, sumber daya-sumber
daya tersebut akan berintéraksi dan saling bekerja sama sehingga tujuan
dapat tercapai dengan _efektif dan efisien.

Sumberdaya, manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam
organisasl.-~Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan
berbagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan
misinya maka dikelola dan diurus oleh manusia.Dengan demikian manusia
merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi.
Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan
visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai maka dibutuhkan
ilmu, metoda dan pendekatan pengelolaan sumberdaya manusia atau yang
sering disebut dengan manajemen sumberdaya manusia. Ini berarti bahwa

manajemen sumberdaya manusia juga menjadi bagian dari ilmu
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manajemen (managementscience) yang mengacu kepada fungsi
manajemen yang dalam pelaksanaannya meliputi proses-proses
perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan.
Peran sumberdaya manusia dari waktu ke waktu akan semakin strategis
terhadap perkembangan dan dinamika organisasi.

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada
dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber
daya-sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka
mencapai tujuan.

Menurut Marwansyah (2010:3)¢ manajemen sumber daya manusia
dapat diartikan sebagai pendayagunaan” sumber daya manusia di dalam
organisasi, yang dilakukan melalur fungsi-fungsi perencanaan sumber daya
manusia, rekrutmendan, seleksi, pengembangan sumber daya manusia,
perencanaan dan/perigembangan karir, pemberian kompensasi dan
kesejahteraan, Késelamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Mariajemen SDM pada saat sekarang ini telah mengalami perubahan
dibandingkan pada masa sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh
Dessler (2000) yang mendefinisikan manajemen sumberdaya manusia
pada era informasi ini, yaitu: “Strategic Human Resource Management is
the linking of Human Resource Management with strategic role and
objectives in order to improve business performanceand develop
organizational cultures and foster innovationand flexibility”. Terlihat

bahwa para pimpinan organisasi harus mengaitkan pelaksanaan
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manajemen sumberdaya manusia dengan strategi organisasi untuk
meningkatkan Kinerja, serta mengembangkan budaya organisasi yang akan
mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas.

Kecenderungan yang berlangsung pada saat sekarang ini adalah
pegawai (sumberdaya manusia) dituntut memiliki pengetahuan baru yang
sesuai dengan perubahan yang tengah berlangsung. Peran strategis dalam
mengelola sumber daya manusia adalah dapat mengelaborasi segala
sumberdaya yang dimiliki oleh setiap pegawainya, &emampuan SDM
merupakan ampetitive advantage bagi organisasi.

Perubahan-perubahan yang mendasat/ menyebabkan terjadinya
pergeseran urutan pentingnya manajemen Sumber daya manusia dan
fungsi sumberdaya manusia. Manajemen sumberdaya manusia diberi
kesempatan mengambil perar~penting dalam tim manajemen, demikian
juga fungsi sumberdaya ~manusia sedang berubah menjadi fungsi
manajemen yang.penting. Aset sumberdaya manusia yang handal dapat
menjadi sumber’Keunggulan kompetetitf yang berkelanjutan karena aset-
aset, manusia tersebut mempunyai pengetahuan dan kompleksitas sosial
yang sulit untuk ditiru oleh pesaing.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani
berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer
dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau
perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Manajemen Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
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Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Sumber Daya Manusia dalam
organisasi pemerintah memegang peran yang strategis dan menentukan
jalannya roda pemerintahan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan Manajemen Kepegawaian.
Sesungguhnya upaya-upaya pembinaan PNS di Indonesia secara lebih
terarah telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama.

Manajemen Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokek. Kepegawaian,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor-43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nenior. 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana gada pasal 1 angka 8 menyebutkan
bahwa Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan  efisiensi,, ‘efeklifitas, dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi :
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
penggajian, Kesejahteraan dan pemberhentian.

Marajemen PNS ini diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan
tugas” pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan
berhasilguna. Oleh karena itu  dibutuhkan PNS yang profesional,
bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem Kkarier yang dititik beratkan
pada system prestasi kerja. Lebih lanjut dalam pasal 13 ayat (1) UU
tersebut dijelaskan bahwa kebijaksanaan manajemen PNS mencakup

penetapan norma, standar, prosedur,vformasi, pengangkatan, pengem-
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bangan kualitas sumberdaya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kese-
jahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan dalam hukum.
Sedangkan menurut Thoha (2000:86) Manajemen PNS terbagi yaitu
rekrutmen, promosi dan mobilisasi, eselonisasi, renumerasi, pendidikan
dan pelatihan, kesejahteraan pegawai , disiplin dan pensiun.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memilikigimplikasi terhadap
manajemen PNS secara nasional khususnya di, daerah. Menurut UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriftanan” Daerah, pengelolaan
kepegawaian  daerah  sekurang-kdrangnya rmeliputi  perencanaan,
persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan,
penggajian, pemberhentian, »pensiun, pembinaan, kedudukan, hak,
kewajiban, tanggungjawab, farangan, sanksi dan penghargaan.
Pengelolaan Kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan
birokrasi dalam*kepegawaian nasional. Pasal 129 ayat (1) UU Nomor 32
Tahun, 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah
melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam
satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara
nasional. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil
daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan  pensiun, gaji, tunjangan,
kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan

kompetensi dan pengendalian jumlah. Selanjutnya pada pasal 135 ayat (1)
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ditegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri
olen Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur dan
Bupati.

3. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia memegang peran
yang strategis dan menentukan jalannya pemerintahan dan roda
pembangunan menurut Syamsudin (2011:21) dalam buku Manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara me-
mengemukakan :

“Sumber Daya Manusia ( SDM )\sadalah orang-orang yang
merancang serta menghasilkan barang dan’“jasa, mengawasi mutu,
mamesarkan produk, mengalokasikans Ssurmber daya finasial, serta
merumuskan seluruh strategi dan-tujuari”organisasi. SDM inilah yang
menggerakkan sumber daya lainnya, dan tapa orang-orang yang memiliki
keahlian dan berkompeten maka Mustahil bagi organisasi untuk mencapai
tujuannya”.

Banyaknya keuriggutan yang dimiliki oleh organisasi tidak akan
dapat memaksimalkan produktivitas organisasi yang bersangkutan tanpa
adanya keahliaiy; kompetensi, dedikasi, dan kemampuan dari para
pegawdinya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.

Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 adalah Setiap warga negara Republik Indonesia yang

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara
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lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43
Tahun1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Lebih lanjut dalam pasal
2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 menegaskan ;

1. Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara Nasional IndoneSia.
c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
terdiri dari :
a. Pegawai Negeri=Sipil Pusat dan
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Suradjt dalam buku Manajemen Kepegawaian Negara yang

diterbitkan olenh LAN ( 2006 ), mengemukakan bahwa :

1. “Pegawai Negeri Pusat yaitu :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja
pada departemen (kementrian), lembaga non departemen.
kesekretariatan lembaga negara, instansi pusat yang ada di daerah

dan kepanitraan pengadilan.
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b. Pegawai Negeri Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan

c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan

pada daerah otonomi.

d. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan
perundang undangan diperbantikan atau diperkerjakan pada badan

lain, Perusahaan umum, yayasan dan lain-lain.

2. Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja di Daerah otonom seperti daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau dipekerjakan pada pemerintah” daerah atau pekerjaan di luar
instansi induknya.

Dari pengertian PegawaiNegeri Sipil di atas dapat disimpulkan
bahwa Pegawai Negeri_Sipil'yang bekerja di daerah dengan penggajiannya
menjadi bebans APBD” merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam
konteks penelitian ini penulis menyoroti Pegawai Negeri Sipil daerah yang
bekerja, pada Badan Kepegawaian Kotawaringin Barat dalam kaitan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

D. Disiplin
1. Pengertian Disiplin

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “discipline” yang berarti
“latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan

tabiat”. Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk
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mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya. Disiplin
merupakan suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja
sendiri yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela
kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan nilai-nilai tinggi
dari pekerjaan dan tingkah laku (Asmiarsih 2006 :23).

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam
perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa
kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturariyang ditetapkan
pemerintah atau etik, norma serta kaidah yangberlaku dalam masyarakat™.

Yuwono dalam bukunya yang” berjudul Dasar-dasar Produksi,
diungkapkan bahwa disiplin _adalalt “sikap kejiwaan seseorang atau
kelompok orang yang senaptiasa berkehendak untuk mengikuti atau
mematuhi keputusanyang tetah ditetapkan.

Di samping“bebardpa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut
diatas, A.S, Moénir mengemukakan bahwa “Disiplin adalah ketaatan yang
sikapnya—impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai
perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.

Hakekat disiplin itu sendiri menurut S. Prajudi Atmosudirdjo (1976)
adalah ketaatan, ketekunan, kegiatan, sikap, kelakuan, sikap hormat yang
nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati antara badan

organisasi dan pegawai-pegawainya (warga-warganya).
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Menurut A.S. Munandar (1985 : 15), yang dimaksud dengan disiplin
adalah kesadaran diri untuk mentaati nilai, norma dan aturan yang berlaku
dalam lingkungannya.

Selanjutnya masih dalam konteks diatas, Kuncorohadi (1980 : 24)
menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah suatu ketertiban dalam
melaksanakan tugas kewajiban sehingga kesemuanya dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Sementara itu Utami Munandar (1985)
menyatakan bahwa disiplin kerja adalah ketaatan seerang tenaga kerja
terhadap aturan-aturan kerja yang telah ditentukan:

Yin Kimsean dalam buku Memahani/Good Governance dalam
perspektif Sumber Daya Manusia (2011 :%\328) yang mengutip pendapat
Sinungan Muchdarsyah (2000), disiplindiartikan sebagai berikut :

1. Latihan yang mengémbangkan pengendalian diri, watak atau

ketertiban dan gfisienst:

2. Kepatukiap atau ketaatan (obedience) terhadap ketentuan dan
pefaturan” pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku

dalam masyarakat.

3. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan
latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan (control
behavior).

MenurutYun Iswanto dalam bukunya Manajemen Sumber Daya

Manusia (2005:49) mengutip pendapat Mondy dan Noe (1996) adalah

“Disiplin diartikan sebagai keadaan dimana karyawan mampu mengontrol
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diri mereka sendiri, penyelenggaraan organisasi yang tertib serta
menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi”.

Menurut Rivai (2005;444) Disiplin kerja adalah suatu alat yang
digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar
mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya
untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Pendisiplinan karyawan/ pegawai merupakan bagian. dari manajemen
sumber daya manusia dalam organisasi/ perusahaarivyang dikelompokkan
dalam hubungan karyawan. Pendisiplinankaryawan dan prosedur
menangani  keluhan karyawan digunakan oleh organisasi untuk
memecahkan masalah-masalah yang berkaitan pelanggaran peraturan kerja
organisasional atau masalah “kinerja yang kurang baik (Yun Iswanto,
2005:48).

Yin Kimsean/dalam buku “Memahami Good Governance dalam
prespektif.Sumber Daya Manusia” mengatakan :

“Manusia sukses adalah manusia yang mampu mengatur,
mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara hidup dan mengatur
cara_Kerja. Hal ini erat hubungannya antara manusia sukses dengan
pribadi disiplin. Mengingat eratnya hubungan disiplin dengan

produktivitas kerja, maka disiplin mempunyai peran sentral dalam
membentuk pola kerja dan etos kerja yang produktif”

Menurut Yun Iswanto ( 2005:54) mengatakan terdapat beberapa
pendekatan dalam pendisiplinan organisasional yang meliputi pendekatan
negatif maupun positif. Pendekatan negatif yaitu menekankan pada efek

yang bersifat hukuman pada perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan,
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pendekatan positif menekankan pada apa yang dapat dilakukan untuk
menjamin perilaku yang tidak diinginkan tidak berulang kembali.

Sedangkan menurut L. Mathis (2006; 511) yang dimaksud dengan

disiplin adalah bentuk pelatihan yang menjalankan peraturan
organisasional.

Ada dua pendekatan pada disiplin :

a. Pendekatan Disiplin yang Positif

Pendekatan disiplin yang positif bergantung pada,_filosofi bahwa
pelanggaran adalah tindakan yang biasanyasdapat-dikoreksi secara
konstruktif tanpa hukuman. Dalam pendekatan ini, para manajer
berfokus pada pencarian fakta<dan “bimbingan untuk mendorong
perilaku yang diinginkan,.daripada menggunakan hukuman untuk
mencegah perilaku ,yang-tidak diinginkan. Berikut adalah empat
langkah menuju-disiplin yang positif:

1)  Konsehing=~Tujuan dari tahap ini adalah meningkatkan
kesadaran  pegawai akan kebijakan dan  peraturan
organisasional.Sering kali, orang-orang hanya perlu dibuat
sadar akan peraturan, dan pengetahuan akan tindakan-tindakan
disiplin dapat mencegah  pelanggaran. Konseling dari
seorang supervisor dalam unit kerja juga dapat memiliki
pengaruh yang positif.

2) Dokumentasi tertulis.Apabila pegawai gagal mengoreksi
perilakunya konferensi kedua menjadi perlu. Jika tingkat

pertama mengambil bentuk sebagai sebuah percakapan antara
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supervisor dan pegawai, tingkat ini didokumentasikan dalam
bentuk tertulis. Sebagai bagian dari tahap ini, pegawai dan
supervisor mengembangkan solusi-solusi tertulis untuk
mencegah timbulnya masalah-masalah yang lebih lanjut.

3)  Peringatan terakhir. Ketika pegawai tidak mengikuti solusi-
solusi tertulis yang dikemukakan dalam langkah kedua,
diadakan konferensi peringatan  terakhir. Dalam konferensi
tersebut, supervisor menekankan pentingnya pengoreksi
dan tindakan yang tidak pantas kepada pegawai.

4)  Pemberhentian. Apabila pegawai Jtefsebut gagal untuk
mengikuti rencana tindakan” yang dikembangkan dan tetap
pada masalah yang lebih lanjut, supervisor memberhentikan
pegawai tersebut.

b. Pendekatan Disiptin Rrogresif.

Disiplin progrésif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa

hukuman, yarig makin berat, dengan maksud agar pihak pelanggar bisa

menperbaiki diri sebelum hukuman berat dijatuhkan.

Definisi disiplin, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
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Ketaatan dan tunduk terhadap aturan yang ada dilandasi dengan
kesadaran dan rasa senang merupakan fenomena dalam rangka tertib
organisasi. Apabila sikap para anggota organisasi menunjukan ketaatan
semacam ini niscaya segala yang menjadi tujuan dapat dicapai. Artinya
ketaatan pegawai terhadap aturan-aturan yang ada memegang peranan
penting dalam tertib organisasi.

Disiplin tidak hanya berhubungan dengan aturan-aturan, tetapi juga
berhubungan dengan nilai dan norma. Pegawai dapat menerima atau tidak
menerima aturan yang ada karena perangkat nilainya serupa atau tidak
serupa dengan perangkat nilai yang berléku dalam instansi. Apabila
aturan-aturan dan norma serta nilai dipersepSikan oleh pegawai sebagai
merugikan diri, tak bermanfaat.bagi diri, maka pegawai akan cenderung
untuk tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku. Sebaliknya jika aturan-
aturan, norma dan nilai, dihayati sebagai bermanfaat bagi diri sesuai
dengan pandanganitya;,” menguntungkan diri dan orang lain, bermanfaat
bagi kepentingafr’bersama, maka pegawai cenderung mentaati peraturan-
peratutan-yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan secara umum, disiplin merupakan tingkah
laku/perbuatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau bentuk ketaatan terhadap
semua aturan yang berlaku sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan
efektif dan efesien.

B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil
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Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal,
profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang
menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)
maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil,
transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesianal dan bermoral
tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNSYang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin, “sefiingga dapat menjamin
terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat
mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan
sistem prestasi kerja.

Peraturan dan kebijakan dalam menegakkan disiplin PNS adalah
sebagai berikut.:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;
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4. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai pegawai negeri sipil harus menyadari akan posisinya, sebab
dengan memilih dan menentukan sikap sebagai seorang pegawai negeri
sipil berarti ia sudah memasuki suatu arena dengan aturan permainan di
mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya membatasi,
ada hak disamping juga kewajiban.

Dalam memahami bentuk disiplin pada PNS, Kita'sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat perlu mengacu pada”peratufan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam hal Disigiint PNS, sebelumnya pemerintah
mempunyai Peraturan Pemerintah ~ Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama ini seluruh kewajiban dan
larangan bagi PNS rmefigacu pada koridor-koridor pada PP 30 Tahun 1980
tersebut. Dan spada tahun 2010, peraturan tentang Disiplin  PNS
disempuinakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP)
Nomayr 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini diberlakukan mulai bulan Juni
2010, sehingga segala hal yang berhubungan dengan Disiplin PNS
mengacu pada aturan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, juga mengatur Kewajiban dan Larangan PNS yakni

ada 17 (tujuh belas) kewajiban PNS (Pasal 3) dan ada 15 (lima belas)
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larangan yang harus dihindari oleh PNS (Pasal 4) serta sanksi atau
hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar (Pasal 7).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
menjelaskan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.
2. Mengucapkan sumpah/janjijabatan.

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pansasila,Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,Negara.Kesatuan Republik

Indonesia dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan peraturan’perundang-undangan

5. Melaksanakan tugas kedinaSan‘yang dipercayakan kepada Pegawai
Negeri Sipil dengan penth pengabdian, kesadaran, dan tanggung

jawab

6. Menjuhjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat

Regawai Negeri Sipil

7. “Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan;

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifat nyata menurut

perintah harus dirahasiakan;

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara
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10. Melaporkan dengan segera kepada atasanya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau

Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan imateriil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik —baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksaknakan tugas;

16. Memberikan kesempatan~kepada bawahan untuk mengembangkan

karier;dan

17. Mentati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
Pada \Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
menjelaskan mengenai larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Menyalagunakan wewenang

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara

lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
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swadaya masyarakat asing;

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak, langsung merugikan

negara,

7. Memberi atau menyanggupi akan piemberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau-tidak langsung dan dengan dalih apapun

untuk diangkat dalam jabatan;

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga

yang hethubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. <Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10.”Melakukan satu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang

dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,

Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
a. lkut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS;

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. Memberikan dukungan kepada calon PresideriAMakil Presiden

dengan cara :

a. Membuat keputusan dan/atéau/tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salalr_satu” pasangan calon selama masa

kampanye; dan/atau

b. Mengadakari_kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda
Penduduk atau Surat keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan

Perundang-undangan; dan
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15. Memberikan dukungan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

dengan cara :

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam

kegiatan kampanye;

c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yan@-menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan™.calon selama masa

kampanye; dan/atau

d. Mengadakan kegiatan yang “mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon“yarig menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah” masa kampanye pertemuan, ajakan,
himbauan,, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan-unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan  bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menjalankan
kewajiban dengan baik tetapi menjalankan larangan yang telah ditentukan
akan mendapat hukuman yang tercantum dalam Bab 11l pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang;dan

c. hukuman disiplin berat.
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(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a.Penundaan kenaikan gaji berkala selamal(satu) tahun;
b.Penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun;dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selamai (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebib’réndefr’selama 3 (tiga) tahun;
b.pemindahan dalam rangka¢ pénurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
c. pembebasan dari§abatan;
d.pemberhentian” dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai-Pegawai Negeri Sipil;dan
e, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau terhadap larangan adalah

1) Dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Ringan apabila pelanggaran
tersebut berdampak negatif pada unit kerja

2) Dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Sedang apabila pelanggaran
tersebut berdampak negatif pada organisasi atau tidak mencapai

sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, atau apabila  pencapaian
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sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh lima
persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen);

3) Dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Berat apabila pelanggaran tersebut
berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau  negara atau tidak
mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan atau apabila
pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25 %

(dua puluh lima persen);

Untuk hukuman disiplin tingkat ringan pada Pagal § arigka 9 tentang
Pelanggaran terhadap kewajiban tidak masuk“kerja“dan tidak menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud “dalam Pasal 3 angka 11
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Taklun 2010 yaitu berupa:

1) teguran lisan bagi PNS yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 5 (lima) hari’kerja;

2) teguran tertulis ©Wagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selamas6 (eénam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

3) perayataan tidak puas secara tertulis bagi seorang PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai
dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Untuk hukuman disiplin tingkat sedang pada Pasal 9 angka 11 bagi

PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut berupa:
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1) Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi
seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16
(enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

2) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi
seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21
(dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi

seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26
(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh).hari kerja.
Untuk hukuman disiplin tingkat berat Pasal " 10.angka 9 bagi PNS yang
tidak masuk kerja dan tidak mentaati-ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 yaitu sebagal berikut berupa :

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi
seorang PNS\yangtidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga
puiuirsatu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

2) Pémindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
bagi seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari
kerja;

3) Pembebasan dari jabatan bagi seorang PNS yang menduduki jabatan

struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
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yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat
puluh lima) hari kerja;

4) Pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan
hormat bagi seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yg sah

selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, juga diatur masalah tata cara penjatuhan hukuman
disiplin, yaitu PNS yang bersangkutan wajib diperiksa oieh” pejabat yang
berwenang untuk mengetahui benar/tidaknya yangsbersangkutan melakukan
pelanggaran dan faktor-faktor yang mendukurig unttik melakukan pelanggaran,
pemeriksaan harus teliti, obyektif sehingga’hukumannya setimpal dengan
tingkat kesalahan.

Mengenai panggilan ditakukan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal/pemeriksaan, Jika tidak datang maka dilakukan
panggilan kedua;tJika panggilan kedua tidak datang, dijatuhkan hukuman
disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Renyempurnaan atas kewajiban dan larangan bagi PNS dari peraturan
sebelumnya bukan berarti malah memperingan tuntutan kedisiplinan, tetapi
sebetulnya malah memperjelas dan mempertegas atas dua hal tersebut. Sebagai
contohnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini ditambahkan
adanya penentuan kewajiban masuk kerja yang lebih tegas dan juga pencapaian
target kerja. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari tanggungjawab PNS
sebagai civil servant yang qualified dan profesional.

E. Kriteria Evaluasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil
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Menurut Hasibuan (2005:194 — 198) pada dasarnya banyak indikator yang

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, di antaranya :
1) Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ini mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan.
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta
cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa
pekerjaaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan
kemampuan karyawan bersangkutan agar karyawan tersebut-tbekerja dengan

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakanriya.

Akan tetapi, jika pekerjaan itu diluar, Kemiarnpuannya atau jauh di bawah
kemampuannya maka kesungguhan dan kedisiplinan karyawan rendah.

2) Teladan Pimpinan

Teladan pimpinan gdngat ~berperan dalam menentukan kedisiplinan
karyawan karepa “\pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
bawahannya.. Rimpinan harus member contoh yang baik, jujur, adil serta
sesuai,dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan
bawahan akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang

berdisiplin), para bawahanpun akan kurang disiplin.

Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia
sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan
dicontoh dan diteladani bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan
pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar para bawahan pun

mempunyai disiplin yang baik pula.
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3) Balas jasa

Balas jasa atau gaji, kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan
pegawai, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan
pegawai terhadap organisasi. Jika kecintaan pegawai semakin tinggi

terhadap pekerjaan kedisiplinan akan semakin baik.

Untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai yang baik, suatu organisasi harus

memberikan balas jasa yang realtif besar.

Jadi balas jasa berperan penting untuk menciptakan,Kedisiplinan pegawai.

Artinya semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan pegawai.
4) Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudiya kedisplinan karyawan, karena ego
dan sifat manusia yahg ‘sefalu merasa dirinya penting dan minta
diperlakukan sama’dengan manusia lainnya.

Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian balas jasa atau
hukuman.akan tercipta kedisiplinan yang baik. Manajer yang baik dalam
mentimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap semua karyawan. Dengan
keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula.

5) Waskat (pengawasan melekat)

Waskat adalah tindakan nyata paling efektif dalam mewujudkan
kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus
aktif dan langsung mengatasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan
prestasi kerja bawahannya.

6) Sanksi hukuman
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Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan
karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan
semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Berat atau ringan
sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya

kedisiplinan karyawan.

7) Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mermpengaruhi kedi-

siplinan karyawan perusahaan, pimpinan harys berani dan tegas bertindak
untuk memberikan sanksi sesuai dengan’yang telah ditetapkan perusahaan
sebelumnya. Dengan demikian pimpinan akan dapat memelihara

kedisiplinan karyawan perusahaan:

8) Hubungan kemanuSiaan

Hubungan kemjariusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut
menciptakan Kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Manajer harus
berusaha“menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi baik
diantara semua karyawan. Kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila
hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik.

Adapun ukuran tingkat disiplin pegawai menurut L.S.Levine adalah :

Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka
berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka
mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila
menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau
perusahaan dan selesai pada waktunya.
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Keberhasilan disiplin kerja dalam suatu organisasi sangat tergantung
pada sikap atau tingkah laku, moral dan motivasi kerja pada diri para
pegawai. Sedangkan melemahnya disiplin kerja para pegawai terlihat pada
suasana kerja sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemangkiran (absensi) para pegawai.

2. Sering terlambatnya pegawai masuk kantor atau pulang lebih cepat.
dari jam / waktu yang sudah ditentukan.

3. Menurunnya semangat dan gairah kerja pegawai.

4. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga‘dan-saling melempar
tanggungjawab.

5. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena para pegawai lebih
senang mengobrol dari pada bekerja.

6. Tidak terlaksananya pengawasan melekat yang baik.

7. Sering terjadinya kenflik antar pegawai dan pimpinan organisasi.

Saydan, (1986:286-287) menjelaskan ciri-ciri disiplin yang baik

akan tergambar pada suasana :

1, Tingginya rasa kepedulian para pegawai terhadap pencapaian
tujuan organisasi

2. Tingginya semangat dan gairah kerja serta inisiatif para pegawai
dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan
tugas sebaik-baiknya.

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa soladaritas yang tinggi

dikalangan para pegawai.
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5. Meningkatnya efesiensi dan produktivitas kerja para pegawai.
Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka tolak ukur

pengertian disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :
1. Kepatuhan terhadap jam kerja

2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan

tata tertib yang berlaku

3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda
pengenal instansi.
4. Menggunakan dan memelihara _bahan-bahan dan alat-alat

perlengkapan kantor dengan penth/hati<hati.
5. Bekerja dengan mengikuti.edara-Cara bekerja yang telah ditentukan.
6. Keyakinan pegawai akan adanya hukuman pelanggaran peraturan.

Indikator<yang mencerminkan disiplin tidaknya para pegawai
dalam, Swalu organisasi sangat tergantung pada faktor dari pribadi para
pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah
ditetapkan dan sikap para pegawai terhadap peraturan-peraturan yang
ada dalam suatu organisasi di samping itu juga dipengaruhi faktor-
faktor yang lain seperti : situasi dan kondisi yang ada dalam suatu
organisasi (iklim kerja) dan dorongan atau semangat kerja para
pegawai (motivasi kerja) serta budaya kerja yang ada dalam suatu

organisasi.

Pengukuran disiplin kerja pegawai khususnya di lingkungan
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Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat, akan mengguna-
kan unsur-unsur atau indikator-indikator disiplin kerja pegawai seperti
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

diantaranya :

1. Penggunaan waktu.

2. Penggunaan bahan-bahan.

3. Perhatian dan tanggung jawab terhadap-pekerjaan

4. Penyelesaian pekerjaan

5. Keyakinan pegawai akantadanya hukuman pelanggaran
peraturan.
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan bisa mencapai sasaran
yang diinginkan, maka perlu adanya metode penelitian yang tepat. Penelitian yang
dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk
rnemperoleh gambaran yang mendalam dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri ‘Sipil; dengan sasaran
obyek penelitian kepada para aktor-aktor pelaksana kebjijakan yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam WMoleong 2009:4) metcde penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang nienghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari,orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Kemudian Kirk dan MillerAdalam~ Moleong 2009:4) mendefinisikan penelitian
kualitatif adalah tradishtertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung-pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungandéngan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam
peristilahannya.

Metode penulisan penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu Penulis
mendiskripsikan data-data yang diperoleh dari apa-apa saja yang dilihat, didengar,
dirasakan dan ditanyakan selama melakukan penelitian pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi

dan menjelaskan data secara sistematis. Laporan penelitian akan berisi kutipan-
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kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Penulis

mengumpulkan data penelitian dari rekaman wawancara, foto, pengamatan

dilapangan, arsip-arsip dan dokumen resmi. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan penulis adalah Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel yang
disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini menekankan pada :

1.  Proses Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin  Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan,_ Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja/ yang mendukung dan
menghambat dalam pelaksanaan Peratdran Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan
Kepegawaian Kotawaringin, Barat:

Lokasi penelitian dilaksapakan pada Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat. Adaguii-alasan penelitian ini memilih Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tempat penelitian adalah karena :

1. Badan Képegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja
perangKat Daerah (SKPD) yang mempunyai salah satu tugas pokoknya
sebagai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen
kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.

2. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dijadikan tolak ukur
atau contoh bagi SKPD/unit kerja lainnya dalam hal pengedalian kinerja
dan pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Narasumber
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Sumber data penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang dijadikan
sasaran penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian kualitatif
jika data yang didapat sudah jenuh maka pengumpulan data dapat dihentikan.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan

yaitu melalui wawancara langsung dengan narasumber. Direncanakan

narasumber yang akan diwawancara sebanyak 9 orang, yaitu sebagai
berikut:

a. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kdtawaringin Barat.
b. Sekretaris Badan Kepegawaian Kabupateft” Kotawaringin Barat.

c. Kepala Bidang Pembinaapn. Aparatur Badan Kepegawaian Kabupaten

Kotawaringin Barat .
d. Kasubid Disiplin/Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat

e. Kepalg “Sub~Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan Badan

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat .

f.Staf/pelaksana sebanyak 4 orang pns yang ada dilingkungan Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data lain diluar
sumber data primer. Peneliti menggunakan data sekunder berupa:

a. Foto/video wawancara dengan pns yang menjadi narasumber.
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b. Dokumen resmi terkait dengan pelaksanaan PP 53 tahun 2010 berupa
absensi harian pagi dan sore, bulanan dan tahunan, video, dokumen/arsip
surat menyurat yang berkaitan dengan disiplin PNS pada Badan
kepegawaian serta kumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Pedoman Wawancara

Adi (2005:42) menerangkan bahwa wawancara merupakan salah satu
metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau
hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara)vdengan sumber data
(responden). Komunikasi dapat dilakukan secara larigstung maupun tidak langsung
(mengirim daftar pertanyaan/kuisioner dalam¢/bentuk’tertulis). Dalam melakukan
penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung. Adapun sebelum
melakukan wawancara peneliti teriebih dahulu menyusun pedoman wawancara
sebagai panduan mewawanearai, informan/narasumber dilapangan dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan yang-terkait dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara
dituangkan dalam. bentuk daftar pertanyaan atau butir-butir yang akan ditanyakan
kepada responden,

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan
selama proses penelitian dilaksanakan. Dimulai dari wawancara, observasi,
mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta
menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan
Model Miles dan Huberman. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dilakukan secara kontinyu hingga data menjadi jenuh. Analisis data
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mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu :

1. Data Collecting (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang sangat sukar diperlukan kecermatan,
ketelitian, dan kehati-hatian agar data-data yang diperoleh benar-benar sesuai
dengan kenyataan dan memilik validitas tinggi. Data yang diperoleh
dilapangan dicatat secara teliti dan rinci. Data-data yang didapat dilapangan
berupa catatan dirangkum kembali dengan fokus kepada hal-hal penting.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan dicatat secara telitidan, rinci. Data-data yang
didapat dilapangan berupa catatan dirangkum”kembali dengan fokus kepada
hal-hal penting.

3. Data Display (Penyajian Data)

Pada tahap ini data disajikan.dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan mulai
mengklasifikasikan data sefiingga data dapat dengan mudah dipahami.

4. Conclution agd Verification (Simpulan dan Verifikasi)

Setelah melewati~tahap Data Display, maka penulis menarik kesimpulan awal
yang nanti ‘diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika
penulis kembali mengumpulkan data dilapangan. Kesimpulan yang kredibel
didapat dengan cara melakukan terus-menerus pengumpulan data hingga Data
Display didukung data-data yang valid. Proses verifikasi dimaksudkan

untuk mendapatkan keabsahan data yang dikumpulkan dan disimpulkan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap evaluasi
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 peneliti menyimpulkan
bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor/53-tahun 2010 di
lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat sudah
berjalan dengan baik, melakukan pembinaari secara kontinyu dan berjenjang
dari tingkat Kepala Sub Bidang, KepdlaZBidang hingga Kepala Badan

Kepegawaian Kabupaten KotawaringinBarat.

2. Pendekatan “secara pribadi kepada seluruh PNS dan
pemberian fasilitds) kantor yang cukup memadai serta pemberian
kesejahteraan‘pegawai dalam bentuk tunjangan hari raya, mensosialisasikan
gerakan._antic Korupsi, peningkatan volume kerja dan himbauan disiplin
melalui’ apel awal bulan dan upacara resmi lainya merupakan faktor

pendukung dalam pelaksanaan peraturan ini.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan ini adalah
perhatian pimpinan terhadap bawahan masih belum maksimal sehingga
mengurangi efektivitas aspek komunikasi antara pimpinan dan staf dan
akhirnya staf mencari solusi dengan mengalihkan perhatiannya pada

pekerjaan lain diluar tugas pokok, tidak meratanya pembagian kerja yang
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menyebabkan staf lebih banyak peluang untuk santai, ngobrol dan bolos
kerja, terlambat masuk, pulang lebih awal, jiwa kepemimpinan yang belum
diterapkan secara bijaksana serta belum disosialisasikannya peraturan

tersebut kepada pegawai secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan beberapa saran yang
kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 53
tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebagalymasukan untuk lebih
menyempurnakan penelitian- penelitian mengenai Disipiin Pegawai Negeri Sipil
dikemudian hari sebagai berikut :

1. Perhatian Pimpinan ataupun afasan di lingkungan Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap situasi dan kondisi disiplin PNS,
khususnya yang berkeridan” dengan pembinaan dan pengembangan PNS
secara menyeluruhs agar lebih meningkatkan kepatuhan PNS dalam
melaksanakarn-tugas dan fungsinya selaras dengan PP 53 tahun 2010 tentang

Disiplim Pegawai Negeri Sipil.

2. Masih perlu melakukan sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara kontinyu
melalui berbagai kegiatan tertentu agar setiap PNS di lingkungan Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memahami dan

mengerti akan peraturan tersebut.
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3. Dalam menerapkan PP 53 tahun 2010 perlu memberikan sanksi kepada
yang melakukan pelanggaran tanpa pilih kasih sehingga dapat

mencerminkan rasa keadilan.
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Lampiran 1

PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No. | TAHUN | KASUS/PELANGGARAN DISIPLIN UNIT KERJA JUMLAH
1. 2005 | Tindak pidana korupsi Dinas Pendidikan, 1 PNS
Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pasar
1 PNS
) Rinas Kesehatan
Meninggalkan Tugas tanpa alasan yang 1 PNS
sah lebih dari 1 tahun
2. 2006 | Meninggalkan Tugas tanpa afasan yang | Dinas Pendidikan, 2 PNS
sah lebih dari 6 bulan Pemuda dan Olah Raga
3. 2007 | Tindak pidana korupsi Dinas Pendidikan, 1 PNS
Pemuda dan Olah Raga
) ) ] Sekretariat Daerah
Tindak pidana pencurian barang kantor 1 PNS
) ] Dinas Pertanian
Jindak pidana pemalsuan surat 1 PNS
o Badan Kesbangpolinmas
Mengkonsumsi minuman beralkohol 1 PNS
Dinas Pendidikan,
Melakukan perbuatan pencabulan 1 PNS
Pemuda dan Olah Raga
4, 2008 | Beristri lebih dari 1 orang Dinas Pendidikan, 1 PNS
Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pertanian
1 PNS
) ] Dinas Kehutanan
Tindak pidana pemalsuan surat 2 PNS
Sekretariat KPUD
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Melakukan perselingkuhan/zina 1 PNS
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Melakukan perbuatan pencabulan 1 PNS
5. 2009 | Meninggalkan Tugas tanpa alasan yang | Dinas Pendidikan, 1 PNS
sah lebih dari 1 tahun Pemuda dan Olah Raga
Kelurahan Kumai Hulu
1 PNS
Tindak pidana korupsi Dinas Pendidikan,
1 PNS
Pemiida dan Olah Raga
6. 2010 | Melakukan perselingkuhan Dinas Pendidikan, 3 PNS
Pemuda dan Olah Raga
3 PNS
) Dinas Pendidikan,
Meninggalkan Tugas tarnpa alasan yang
] ) Pemuda dan Olah Raga
sah lebih dari 2,bulan
_ _ 1 PNS
Dinas Pertanian
1 PNS
Kantor Satpol PP
_ 1 PNS
Kelurahan Madurejo
1 PNS
Kecamatan Arut Selatan
Melakukan perbuatan pencabulan
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga | 1 PNS
Pengerjaan Bangunan Pemerintah tidak
_ Dinas Pendidikan,
sesuai dengan RAB
Pemuda dan Olah Raga | 1 PNS
Dinas Kehutanan 1 PNS
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Tindak pidana berupa pemilikan kayu

tanpa dokumen yang sah

7. 2011 | Meninggalkan Tugas tanpa alasan yang | Dinas Sosial 1 PNS
sah (hukuman berupa teguran lisan) )

Dinas Perhubungan 1 PNS

8. 2012 | - Melakukan perselingkuhan Dinas Pendidikan, 3 PNS

Pemuda dan Olah Raga

) ) Dinas Pendidikan,
- Pengerjaan Bangunan Pemerintah 2 PNS
) ) Pemuda.dan Olah Raga
tidak sesuai dengan RAB

) Sekretariat Daerah
- Meninggalkan Tugas tanpa alasan LPNS

yang sah lebih dari 6 bulan Dinas Pertanian
2 PNS

Sumber : Data Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA KEPADA STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT

1. Apa pendapat Bapak mengenaiPeraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

2. Apakah Peraturan tersebut sudah pernah disosialisasikan kepada Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin

Barat ?
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. Apakah Bapak mengetahui larangan dan kewajiban yang terdapat dalam

PP 53 Tahun 2010 ?

. Apakah Bapak mengetahui sanksi apa saja yang diberikan terhadap PNS

yang melakukan pelanggaran terkait dengan PP 53 Tahun 2010

dilingkungan Badan KepegawaianKab. Ktw. Barat?

. Apakah Bapak setuju sanksi yang diberikan terhadap PNS yang melanggar

PP 53 Tahun 2010 ?

. Apa pendapat Bapak terhadap sanksi yang diberikan tersebut ?

. Apa saja yang Bapak ketahui terkait déngan’pembinaan atau evaluasi

terhadap PNS yang telah diberikan sanksi?

Bagaimana menurutbapak epakatisudahadawujud penghargaan terhadap
PNS vyang mempuryai “kinerja yang baik dilingkungan Badan

Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat ?

Lampiran 3

TRANSKRIP"WAWANCARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NO.. | NAMA YANG HARI / HASIL WAWANCARA KETERAN
DI TANGGAL GAN
WAWANCARA
1. Gst. H. Selasa, Peraturan yang mengatur disiplin PNS yg | KEPALA
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M.IMANSYAH

7 Mei 2013

didalamnya terdapat  kewajiban dan
larangan PNS yang apabila dilanggar
diancam dengan hukuman disiplin
Dilingkungan Badan Kepegawaian setiap
ada aturan baru sesegara mungkin di
sampaikan kepada selruh PNS.

Bagi PNS yang melanggar tentu akan
diberikn sanksi disiplin sesuai dengan
aturan yang berlaku dan beberapa waktu
yang lalu ada beberapa PNS diberikan
sanksi tingkat ringan tegura secara lisan
dengan tujuan  unfuk ¥ memjadikan
pembelajaran bagi RNS” tersebut agar
bekerja lebin€baik lagi. Evaluasi terus
dilakukan“keprada” semua PNS baik yang
dikenakan sanksi maupun tidak untuk
melihat’sejauh mana tingkat kesadaran
terhiadaip disiplin PNS.

Di banding dengan SKPD yang lain
Badan Kepegawaian masih dirasa cukup
disiplin, dapat dilihat dari hasil pekerjaan,
walaupun tidak ada pimpinan pekerjaan
selalu tuntas dilaksanakan.

Wujud penghargaan dalam bentuk materi
/ benda belum pernah dilakukan karena
menyangkut anggaran namu sebagai
pimpinan di Badan Kepegawaian akan
memberikan kemudahan/kebijaan bagi

PNS yang mempunyai kinerja yang baik.

BADAN
KEPEGWA
IAN

2. | MUALLAMI, SH

Selasa,
7 Mei 2013

PP 53 tahun 2010 adalah peraturan yang
mengatur disiplin PNS yg didalamnya
terdapat kewajiban dan larangan, suka-
tidak suka harus ditaati dan dilaksanakan,

PP ini sudah di sosialisasikan ke semua

KABID
PENGEMB
ANGAN
sekaligus

sebagai PIt.
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SKPD secara berjenjang dan dapat
diteruskan dari atasan ke bawahan.
Faktor berbeda-beda

karena menyangkut urusan

penghambatnya
masing-
masing/individu.

Bagi PNS vyang melanggar aturan
dikenakan sanksi dalam menjalankannya
harus diterapkan sesuai aturan krn apabila
pimpinan/atasan  tdk  menjalankannya

maka atasan juga akan diberikan
sanksi/teguran.

Bagi PNS yang dikenai'sanksi selalu
dilakukan pembinaan, ‘dgn tujuan agar
tidak  terust _/menerus  melakukan
pelanggaran/wujudnya selalu dipantau

setiap  hafi dalam menjalankan tugas.

SEKRETAR
IS

GRIJALI SH

Jum/at,
10 Mei
2013

Peraturan yang mengikat PNS dan bagi
yg melanggar akan dikenakan sanksi.
Aturan ini sudah dilaksanakan sejak
Oktober 2010 dan di Badan Kepegawaian
terdapat PNS yg dikenakan sanksi berupa
teguran secara lisan. Faktor terjadinya
pelanggaran tergantung individu masing-
masing. Bagi yang dikenakan sanksi
harus tetap menjalankannya sesuai
dengan aturan yang berlaku

Dalam melakukan evaluasi salah satu

contohnya dapat dilihat dari tingkat
kehadiran/absensi setiap hari .
Wujud penghargaan berupa Tanda

Kehormatan Satyalancana Karya Satya
dari Presiden, dari atasan atau SKPD
memberikan

kesempatan peningkatan

KASUBAG
UMUM,
KEPEGAW
AIAN DAN
PERLENG
KAPAN
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SDM

4. HEDI SIHONO Jum’at, Peraturan ini bagus untuk diterapkan | KASUBID
10 Mei kepada PNS, krn apabila diterapkan akan | FORMASI
2013 meminimalisir pelanggaran disiplin PNS
Belum adanya ketegasan dari pimpinan
atau atasan dalam menerapkan sanksi
disiplin  PNS, walaupun tahu bahwa
bawahannya melakukan kesalahan tetapi
karena adanya adat ketimuran yang
melekat sehingga timbul fasa tidak enak
atau sungkan.

Faktor yang mempengaruhi pelanggaran
disiplin kebanyakan urusan pribadi.
Sudah ada\beberapa PNS di lingkungan
BK yang di‘berikan sanksi secara lisan.
LInsur kehati-hatian dalam menjalankan
tugas merupakan efek dari pemberian
sanksi bagi PNS tersebut.

Tidak adanya reward dari pimpinan bagi
PNS yang mempunyai kinerja yang baik
sehingga pelaksanaan tugas menjadi

biasa-biasa saja.

5 BURMANI, SE Jum’at, Dengan memperbarui PP ini mungkin PP STAF
10 Mei 53 2010 tentunya sudah relevan dengan | BIDANG
2013 keadaan saat ini. MUTASI &
Disosialisasi secara resmi khusus Badan DATA

Kepegawaian belum dilakukan namun
karena kita selalu up to date melalui
internet maupun media massa masalah
peraturan-2 terbaru terkait dengan bidang
kepegawaian dan isi dari PP 53 2010
sudah mengetahui secara garis besarnya

baik kewajiban maupun larangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



414(166)df

Di Badan Kepegawaian sdh ada PNS yg
diberikan sanksi disiplin berupa teguran
secara lisan.

Evaluasi ataupun Pembinaan secara
langsung tidak ada, namun PNS yang
dikena kan sanksi karena kesadaran
sendiri berusaha untuk memperbaiki agar
tidak terulang kembali.

Wujud penghargaan dari pimpinan dim
bentuk barang/benda belum dilakukan,
namun baru dalam batas memberikan
pujian atas kinerja PNS tersebut pada saat
apel , rapat atau pada dcara-2 tertentu
dengan tujuantbukan dtk membandingkan
dengan PNS™ain namun lebih kepada
pemberidseriangat bagi yang lain dalam

bekerja:

6. ADHI NIKEN
GALUH
TUNJUNG
KASHENS AP

Jum’at,
10 Mei
2013

Peraturan ini wajib ditaati agar kita tidak
semena-mena dalam menjalankan tugas.
Isinya ada 15 kewajiban dan 17 larangan.
Pada Badan Kepegawaian belum ada
yang dikenai sanksi. Dan bagi yang
melanggar setuju diberikan sanksi asal
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan Evaluasi / pembinaan dari
pimpinan  dapat menekan tingkat
pelanggaran terjadi kembali.

Penghargaan belum ada kecuali sesuai
dengan pangkatnya/DUK dapat
dipromosikan untuk menduduki jabatan

tertentu.

STAF
SEKRETAR
IAT
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penyempurnaan dari PP 30 thn 1980, yg

mana dibuat lebih singkat & jelas
khususnya dim memberikan batasan
perbuatan yg dikatakan melanggar

disiplin sekaligus ancaman hukumannya.
Kegiatan yg dilakukan terkait program
pembinaan disiplin adalah
bintek,
inspeksi mendadak (sidak) mengevaluasi
PNS melalui pemeriksaan
daftar hadir. Pelaksanaan displin PNS di

Lingkungan Badan Kepegawaian telah

menyelenggarakan sosialisasi,

kehadiran

berjalan cukup baik.

Pelanggaran diakibatkan oleh faktor

7. AKHMAD Jum’at, Sesuai dengan visi dan misi Badan STAF
EFFENDI, SIP 10 Mei Kepegawaia yaitu menjadi PNS yang | BIDANG
2013 profesional dan sejahtera tentunya syarat | PENGEMB
utama untuk menjadi profesional adalah | ANGAN
disiplin dan peraturan ini sangat setuju
untuk diterapkan.
Sudah mengetahui isinya baik kewajiban
maupun larangan. Dan dilingkungan
Badan Kepegawaian sepengetahuan saya
belum ada PNS yang diberikan sanksi
Bagi PNS yang punya kinerja yang baik
maupun Kinerja yang [burtk belum ada
Reward  maupun “\punishment  dari
pimpinan.
8. HARIYADI, SH SENIN, PP 53%tahun 2010 merupakan produk KABID
13 MEI humum yg mengatur tentang kewajiban | PEMBINA
2018 dan larangan bagi PNS, apabila dilanggar AN
diancam dengan hukuman disipli dan PP | APARATU
53 tahun 2010 merupakan R
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individu  vyaitu  rendahnya  tingkat
kesadaran untuk menaati peraturan dan
ketidaktahuan terhadap PP 53 tahun 2010
tentang disiplin PNS,

Pembinaan disipli hrs tetap dilakukan
secara berkelanjutan/terus menerus sesuai
dengan program yang telah ditetapkan.
Kepala SKPD sebagai penanggungjawab
pembinaan disiplin PNS berkewajiban
senantiasa memantau secara hierarki dan
memberikan pengarahan secara rutin dan
melakukan pengawasan méelekat (waskat)
terhadap PNS yang menjadi bawahannya.
Penghargaan terhagap PNS hanya berupa
Tanda Kehofmatan Satyalancana Karya
Satya dari/Presiden, untuk dilingkup
Badan Kepegawaian tidak terdapat dalam
bentuk materi blm ada namun dalam

bentuk kebijakan-kebijakan tertentu.

9 BAMBANG
WAHYUSUE,
SH

SENIN,
13 MEI
2013

PP 53 2010 peraturan yang mengikat PNS
dalam upaya pemerintah mewujudkan
PNS yang handal dan profesional dan
handal.

Penerapan sudah cukup bagus karena
setiap pelanggaran sudah dikenakan
sanksi kemudian ada upaya pembinaan
oleh atasan perbaikan ke arah yang lebih
baik.

Kebanyakan faktor penyebab pelanggaran
disiplin  karena para PNS tidak
bersungguh-sungguh  dalam  bekerja,
menaati jam kerja dan tidak bisa

membagi waktu dengan baik.

KASUBID
DISIPLIN
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Pengawasan dan  evaluasi  adalah
kewajiban setiap atasan utk mencegah
pelanggaran disiplin, dan hendaknya
jangan bosan-bosan membimbing agar
senantiasa berbuat disiplin dalam bekerja.
Wujud penghargaan berupa Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya
dari Presiden, namun secara prinsip saya
akan berusaha mempromosikan kepada
atasan atas kinerja bawahan yang baik
untuk diberikan kesempatan  untuk

mengembangkan karirnya Iebih baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN  #404pdf

JI. Sutan Syahrir No. 14 — Telp. (0532) 21045, Fax. (0532) 21045

PANGKALAN BUN, 74112
Lampiran 5

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 800/ 50 /BK.1/2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Hasil rapat internal Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 26
Maret 2013;

bahwa Sdr. ............... Pangkat Penata (lll/c) Jabatan Kepala Sub Bidang
Pengembangan Diklat Badan Kepegawaian Kabupatén Kotawaringin Barat, telah
melakukan pelanggaran disiplin PNS dengan melalaikan kewajiban yaitu tidak
cermat dalam menyusun rencana pengatiggaran kegiatan sehingga berdampak
negatif pada unit kerja;

bahwa perbuatan tersebut merupakan jpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8
angka 7 Peraturan Pemerintah NOomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan Pdsal’21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman” disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;

bahwa_berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b
dan “huruf C di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran

Lisan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian;

Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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Menetapkan

KESATU . Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
Nama
NIP
Pangkat/ Gol.Ruang . Penata (lll/c)
Jabatan . Kepala Sub Bidang Pengembangan Diklat Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin
Barat
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal 8 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ‘di-Ratigkalan Bun
pada tanggal 8 April 2013

KERALA'BADAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH
Pembina Tingkat |
NIP. 19620412 198503 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Gubernur Kalimantan Terigah di Palangka Raya

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
Pertinggal

ahrwnE
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STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN KOTAWARINGN BARAT

KEPALA BAD AN
Drs.H. GUSTI M. IMANSY AH

Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 19620412 198503 1 028

S ARIS

NIP.

41404.pdf

KELOMPOK JABATAN | |
FUNGSIONAL
KASUBBAG UMUM. KASUBBAG KEUANGAN KASUB BAG PERENCANAAN
PERLENGKAP DAN PP
GRIJA Dra. RAHAYU LS ,M.Ec.Dev ARIEE SIANTORY. ST
Penata Tingka Penata (lli/c) Penata Muda Tingkat | (111/b)
NIP. 1969314 199103 NIP. 19651105 199312 2 002 NIP. 19770211 200604 1 014
1. NG 1. FITRIANA 1. ADHI NIKEN GTK, SAP
24ROl IASRAL 2. IQOMAH MARUF, SE 2. KUSTIANIK, A.Md
1 1 Z 1 1
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG 4 KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
DIKLAT PENGEMBANGAN MUTASI & DATA PEMBINAAN APARATUR

MUALLAMI, SH
NIP.19580220 198302 1 00‘

' =l

AMIR HADIL. SE. M.Ec.Dev.
NIP. 19710728 199803 1 007

KASUBBID KASUBBID FOR

Drs. NUJULUDIN
NIP. 19640201 199203 1 019 NIP. 1962110:

1 Z

7
KASUB BID JABATAN

KUSTANI, SH
NIP. 19620102 198603 1 025

KASUBBID

INDRA WARDANA, SSTP
NIP. 19840716 200212 1004

HANNA CHRISTINA, SE SUPITRI HANDATANIE, S.AP
JOKO SANTOSO SUHADI
TOGAP PASARIBU, A.Md AHMAD EFFENDI, S Sos
SATRIALIN, A.Md

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

HATRIANSYAH, SH
NIP.19580316 199303 1001

KASUBBID MUTASI

HUSN]
NIP. 19581122 198503 1 013

KASUBBID DATA &
INFORMASI
ERNAWATI, SE
NIP.19711130 199903 2 008

ARIS P.RAHARJO, S.Kom
NEVI SUSANTI, SH
BURHANI, SE
DIA UL'LAILA,ST
UNTORO, A.Md

HARYADI, SH
NIP. 19600917 198508 1002

KASUBBID KESEJAHTERAAN

NIP.

KASUBBID DISIPLIN

BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP.19760904 200501 1 010

RENDRASAPUTRA SH
M. YUSUF, SE

HERMAWATI, A.Md
SYAIPUL LAH
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PERSONAL

1. Nama . SUPITRI HANDAYANIE, SAP

2. Tempat dan Tanggal Lahir . Pangkalan Bun, 22 Nopember
1971

3. Agama . Islam

4. Pekerjaan . Pegawai Negeri Sipil

5. Pangkat/Golongan . Penata Muda Tingkat I /lll/b

6. Jabatan . Pelaksana

7. Instansi : Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat

8. Nama lIsteri : SUHARJANTO, S.Mn.

9. Nama Anak : 1. HANIF DAFFA MAHMUDA
2. INSANU NABiLY MAHMUDA

10. Hobi : Memasak

B. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal v 8D Tamat Tahun 1981
SMP Tamat Tahun 1987
SMA Tamat Tahun 1990
S-1  Tamat Tahun 2009

2. Pendidikan Non Formal :
a. Diklat Barang/Jasas Pemerintah Kepres. Nomor 80 tahun 2003 di
Palangka Raya.

Pangkalan Bun, 25 Juni 2013

SUPITRI HANDAYANIE, SAP
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